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Lawrence M Friedmann
mengemukakan bahwa
sistem hukum memiliid iga
unsur yaltu legal structure,
legal substance dan legal
culture. DI mana ketlga
unsur inl harus bersinergl
satu sama lain, sehingga
tjuan yang dinglnkan
dapnt tercapal. Ketiga sub
sistam hukum Il sangat menentukan apakoh suatu sistem
hukum dapat berjalon dengan balk atau Udak. Aspek pengzturan
hukum atau peraturan perundang-undangan (substansl),
aparatur serto sarana dan pmsamna hukum itu sendid{struktun,
5::1;11: Undak wargs masyarakat besertanilal-nilal yang dianutnya
(! ryi)

Ketiga struktur hukum df atns merupakan hol yang sangat
hemengaruh terhadap penegakan hukum i sendid, Apolah
antinya suotu undang-undang yang balk apabila aparatur
penegak hukum yang akan menyelenggarakannya tidak balk
Begitu juga seballknya apalah artinya suat undang undang
yang balk dan aparatur yang berusaha menjalankan aturan
Lersebut dengin bark, phaymasynmbat tu sendi I perilaku
yang, cenderung untuk melakukan suatu pelanggaran

Hal tersebut juga terjad| dalam permasalahan korupsl di
Negara kita, Koruprst Udak gl dirasakan sebagal sesuatu yang
hanya mergikan keuangan dan/atau perekonomian negara
saja, tapl sudah sepatutnya dilihat schagal sesuatu yang
melanggar hak-hak soslal dan ekonom| masyarakat sebagal
haglan dar hak asast manusia sehingga dikategonian sebagal
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga
pemberantasannya periu dilakukan dengan cara-cara dan
Instrumen yang luar blasa pula

Tindak pidana korups! yang dimalcsudkan di sinl adalah tindak
pidana korupsl yang diatur dalam hukum posttif Indonesia yallu
dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudion diubahdengan
UU Nomor 20 Tahun 2001, dan perundang-undangan lain yang

sehagalmana mestinya, 4) Kosus proyek instalasl IT (Teknologl
Infonmasl) perpustakaan pada 2010-2011 dengan anggaran Rp 21
millar. Komlsl Pemberantasan Korupsl (KPK) menemukan
penggelembungan dana di balik proyek tersebut, dengan tersangka
Wak|l Rektor Bldang Sumber Daya Manusla, Keuangan, dan
Administras! Umum Universitasindonesla, Tafsir Nurchamid, yang
dide yalahgunakan b dalam proyek tersebut yang
divonnis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subslider dua
bulan kurungan pada 3 Desember 2014, Putusan Inl diperberat
Pengadilan Tingg) DKI tiga tahun, denda Rp 200 Juta subsider dua
bulan kurungan,” Selasa, 7 April 2015, dengan ketua majelis haldm
HM Mas'ud Hollm. Putusan tersebut berdasarkan Pasal 3 jo Pasal
18 UU No 31 tahun 1999 sebagalmana diubah dengan UUNo 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups! jo Pasal
55 KUHP mengenal penyalahgunaan wewenang,

HalInl tentunya sangat memprihatinkan, sehingga diperiukan
suatu kajlankhusus yang berusaha mengungkap pola-pola tindak
pldana korupsl yang terjad| i Negara kita, untuk menghaslikan
temuan sebagal masukan bagl pembahaaruan dan polttik hukum
pldana ke depannya.

Pola Tindak Pldana Korupsl dl Perguruan Tingg|

Pola Tindak pidana korupsl di perguruan tinggi menurut penulis
dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu

a. Tindak Pldana korups| dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggl

1)Pelaksanaan Hibah, beastswa, bantuan darl Kemenristekdikt
dan bantuan pihak ketigalalnnya, antaralain:

a) Pelaksanaan Dana M Here

e pembelian alat fiktif (F 1 pembellan alat yang
dilaporkan harangnya sama dengan barang yang dibell dengan
sumber dana yang lain, sehingga satu barang bisa dimasukkan
dalam beberapa laporan)

® Pelaksanaan keglatan fiktif (diadakan dalam keglatan lain
tapl dilaporkan dilaksanakan atas pelaksanaan blaya M Here)

b)Pelaksanaan Hibah Penclitian

* Dalam bentuk pelaksanaan penelitlannya

@ Dalam bentuk penunjukan dan pemberian kesempatan

terkait dengan tindak pldana korupsl, seperti pencudian uang, menelitl kepoda dosen
pemorintahan yang bersih dari Konipsl Kolusl d P C) Pt 1HIbah Abdimas
Transfor dana dan lainnya. ® Po sotu J dilap atas yang
Tindak pldana i disind atns Jenls lain. Hal ir e gl k

yaitu tindak pidana korupsl yang merugikan keuangan Negara
dan perekonomla Negara, yang dilakukan oleh orang
perorangan Pasal 2 WU TP ptau dialasgan seseorang dengan

ada padanyn Waréna jabatan atau kedudukannya LPuaaI‘a UG
TPK), indak pidana korupsi penyuapan (pasal 5 - 6 UUTPK),

nmm‘@qundukyanﬁ’!;emeda, hanya untuk pemenuhan syarat
dolarmentast

PELUANG TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PERGURUAN TINGGI

Oleh: Sukmarenl, SH.MH.

|
yang dekat dengan pimpinan. Halnl dilakukan dengan Indlkasl |
penyelamatan mereka atas perbuatan yang sudah dilakukan |
sebelumnya, sehinga lkayang terpllih orang-orangyang bukan |
berasal dor kelompok mereka niscaya akan membuka aib
kelompok mereka Blasanya kelompok tersebut akan
menggunakan beberapa cara untuk bisa mempertahankan sta- "
tusquo. ‘
3)Penggunann saranadan prasaranapendidikan di perguruan |
tinggl untuk kepentingan pribadl dan kelompok tertentu 1
Hal Inl blasanya terjadl dengan menggunakan fasilitas |
perguruan tinggi utuk keperiuan pribadi, keluarga dan kelompok |
tertentuyang sebenamya tidak sesual atau dilarang oleh aturan
yang berlaku, mulal dari kendaraan, ruangan, fasilitas untuk
pembelajaran sepertlaptop, Infocus danlainnya. |
a)penyelewengan dalam pelaporan hasllassetyang dikelola |
sendiri oleh plhak Fakultas dan Perguruan Tinggi
Saat Inl beberapa asset perguruan tinggi pengelolaannya
sudah dilakukan secara swadaya, dengan kewajiban pelaporan
yang sesual derigan Ketentuanyang beriaku. Dalam kenyataanmya |
di sinl peluang korupsi cukup besar, dengan melakukan
pelaporan yang jauh lebih kecll dari pada pendapatan yang |
sebenamya, dengan membuatkan data pendukung yang sudah
dimanipulas! sedemikian rupa, Sepertl hasil penggunaan labor,
kolam renang, lapangan, sewa gedung, dan lainnya. |
S)Penggunaan dana perguruan tinggl untuk blayablayayang
hanya menguntungkan pribaclidan pihak-pihak tertentu (seperti
perjalanan dinas yangkurang sesual dengan keglatan kampus,
dan lainnya)
6)Kerfasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaankegiatan |
dan pengelolaan asset perguruan tinggl yang menguntungkan |
diri pribadi dan kelompok tertentu saja |
Kegjatan-kegiatan di perguruan tinggj sering membutuhkan |
kerjasama dengan plhak ketiga yang memang professional di
bldangnya, sepertl pelaksanaan suatu keglatan pefatihan,
penulisan buku, konsumsi suatu kegiatan dan lainnya, berpeluang
terjadinya pengajuan anggaran yang melebihi blaya pelaksanaan |
yang seharusnya untuk menguntungkan p/mpinan perguruan
tinggi dan pengefola lainnya.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasl Tindak Pidana
Korupsl di Perguruan Tinggil

Beberapalangkah dan tindakan yang periu dilakukan untuk
mencegah dan menindak pelaku tindak pidana korupsi dl |

tndak pidana korups! yang berkaltan dengan p ),

lewmr?ﬂrdanrekanaztpgal? UU TP, Uindak pidana korups!

pe {pasal B-12 huruf d UU TPK), tindak pidana korupsl
kerakusan (knevelelarl)) sehagaimana diatur dalam pasal 12
huruf esampal | UU TPK, tindak phdana korups! gratifikasi (pasal
12 BUU20Tohun 2001, tindak pidana korupsi pemberian hadlah
(pasal 13 UU TPK)

Pelaku tindak pldana korupsl akhir-akhir inl tidak hanya
dilakukan secaraindnvidual atau perseorangan, Letapl dilakukan
secara bersama-sama atau berkelompok di dalam suatu upit
kerfa korporas| atau Perusahaan. pengertian korporasl di sinl
tidak terbatas pada pengertian perusahaan sajJa !eti\pl l"fﬁ

diartikan Institusl penye gar 1
unit kerja tertentu. Tindakan berkelompok Inl berkemhang
menjad kerfa sama antar unitkerja melibatkan phak ketiga

(rekanan, wajlb pajak), unit kerja dengan instansi laln, antar
instansl dan perkembangannya bahkan sudah masuk ke jajaran
eksekutifdengan auditf yang kesemuanya dilakakan kadangkala
sepengptahuan atasan secara berjenjang sampal dengantingkat

Pcrllnl-m korup dapat dilakukan di mana sajaoleh slapa saja
tanpamemandang umur, jabatan, Status soslal ataupun tingkat
pendidikan, termasuk dalam pengelolaan Perguruan Tinggl
Pergunuon Tinggl yang seharusiya merupakan lembaga tempat

Ikan para cent yang berimu dan bflzﬂmt:;({
m G ok H sebagal tem
dalam kenyataannya sekarang Juga tidak Juput
bagi orang-orang yang dianggap berpendidikan tingg) untuk
melakukan perbuatan

psl.
Hal il terfihat denyzan mudai banyaknya pengelolaperguruan
tingg) yang terkait dengan tindak pidana korups! di beberapa
daerah, sepertl 1) Kasus aliran dana hibah dari PT Aneka
Tambang kepada Universitas soedirman (Unsoed) sejak 201 il:
silam, Dalam penclusurannya, Ke}adPunmkm!olmsmw
BLU Unsoed yungmﬂnynmmizpal selatarRp 6,2 miﬂarnmgn
tersangka rektor Unsoed Edy Yuwono, 2) Kasus Unlversitas
Negeri Malang yang mengazetkan publik mmkmmnnﬁ
dengan perusahaan permal Grup milik bendahara pa
demokrat Nazaruddin UM terbukti telah merugikan Negara
hingga 14 Millar ruplah melakukan KKN dengan perusahaan
Nazarudin, 3) Kasus mantan rektor UIN Imam Suprayogo
ditetapkan tersangka yang bertanggung jJawab atas segala
tindakan panitia pengadaan lahan yang, tidak melakukan tugas

tidak tahu mengapa dan untuk arpa pemotongan dana tersebut
sebenarmya. Mereka bahkan tidak tahu pemotongan tersebutlegal
ataukah illegal.

mengamankan perekonomian dan keuangan Negara, balk yang
n stk darl

L yang' & y Tingg) antara laln:
namun yang)| 1bisa bt o fiktif sesual da;.. ) o
dengan rencangan keglatan yang diblayal. Misalnya 1 xkegl per 1 ,
dibuaikan daftar hadimya untuk 3 x keglatan sekallgus) yang betul-betul demokratis. Jauh darl KKN

dF J b.Perlu penataan ulang regulasl yang berkaltan dengan
Penx r jumilah total 6 juta ruptah per danlaporan keglata blayal dengan

3,6 utaruplah per ] sekall  dana yang berasal APBN dan APBD sehingga mampu [

|

e)Pelaksanaan Dana bantuan dan hibah lainnya

2)P pembelajaran yang berhubungan dengan
akademik (tidak melasanakan tugas sesual dengan waktu dan
kan, h perkullahan,

p y mberkanr p peml
Jadwal dan penunjukan tugas yang tidak merata yang hanya
memperkuat posisl dan n kelompok tertentu, plagiat, jual
bell nilal dan pembuatan skripsi dan lainnya yang berhubungan
dengan korupsl, kolusl, dan nepotisme.

b Tindak piiana korupsl yang berhubungan dengan pengelolaan
perguruan tingg) tusendid

perbuatan yang berpeluang untuk terfadinya tindak
pldana korupsi disinlantaralain:

1)Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tingg!

sama sepert] korupslyang terjadi dilembaga lain, di perguruan
tingljugad bidang pengadaan sarana dan prasarana inl berpeluang
untuk terjadinya tndak pldana korupsl, seperti

a)Pelaksanaan tender.

Peluang korupsi di sini dengan terfadinya KKN diantara rekanan,
pemenangan tender kepada perusahan orang-orang terdekat
dengan pengelola atau perusahan yang sengaja dibuat atas nama
orang lain, padahal dalam key Itu adalah per
pengelola perguruan tinggl sendiri, permintaan secara tidak

langsung kepada rekanan semacam fee jika rekanan jadi pemenang
tender,dan lainnya.

h)Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan

Terjadinya permufakatan antara pel 1a kegl. dengan

pihak pengawas proyek, yang berdampak hasll pekerjaan yang
dilaksanakan oleh rekanan haslinya Udak sesual dengan kontrak
yang sudah dibuat

c)Pemecahan kegiatan atas beberapa kelompok untuk
menghindari tender, sehingga renovas! dan pengadaan dibag) sesual
dengan batas limit yang bis: fikan penunjukan langsung sesual
ketentuan yang berfaku.

2pemilihan Pimpinan dan jabatan struktural lainnya di ingkungan
perguruan inggl

Dalam kegiatan inl KKN lebih tinggj di antara sekelompok orang

kti, pihak baik naup
dari luar negeri.
c.Periu peningkatan kualltas sumber daya manusia yang
berkaltan dengan pelak peng 1terhadap |

pelaksanaan Tri Dharma Perguaruan Tinggl dan pengelolaan |
perguruan tinggl. Penegakan Fungsl Pengendallan atas
perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

d Perfu upaya peningkatan kesadaran hukum semua plhak |
yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaanTri Dharma |
Perguruan Tinggl, melalaul soslalisasi, periyuluhan, pelatihan dan
lainnya \

e.Pemberian sanksl administratif yang lebih tegas dan lebih
berat bag} merekayang tesbukti melakukan tindak pidanakorupsl |
disamplng sanksi menurut hukum pidanayang berlaku

fPeningkatan peran masyarakat dan unsur siv ika
dalam memantau pelaksanaan pengelolaan perguruan inggi.

DI samping Itu dlharapkan kepada a) Kepada Komisl
Pemt Korupsi (KPK) sudah selayaknya mempric
pemeniksaan dan pengawasan terhadap indak pldana korupsi
diPerguruan Tinggl yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, di
samping tindak pidana korupsi laimya, karena halinildampaknya
tidak hanya merugikan keuangan dan perekonmian Negarasaja,
bahkan berdampak kepada kualitas fimu dan mental mahaslswa
sebagal generasl penerus bangsa, yang mengalam| dan mefihat
pelanggaran-pelanggaran di lingkungan perguruan tinggl tempat |
mereka menimballmu.

Begitu juga untuk mengobati rasa kekecewaan yang dlalami
oleh para staf pengajar dan karyawan yang merasa dizaliml atau
kepentingannya diruglkan oleh pengelola Perguruan Tingg|
tempat mereka bertugas b) Kepada pihak legjslatif dan pemerintah
yang berkompeten membuat undang-undang di Negara kita,
seyogyamyamelakukan p r g perbaikan beberapa
ketentuan yang berkaltan dengan pengelolaan dan pelaporan
keglatan dl Perguruan Tingg), ¢) Kepada pihak yang berkompeten
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
perguruan Unggl, diharapkan melakukan peningkatan kualitas
pengawasan sesual dengan ketentuan yang berlaku terhadap
pengelolaan Perguruan Tinggj.(*)
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